SALINAN

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI

Menimbang

Mengingat

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

bahwa dalam rangka mendukung Reformasi
Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan,
perlu dilakukan evaluasi jabatan bagi Aparatur
Sipil Negara;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan
kelas jabatan bagi Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, terdapat
perubahan ketentuan kelas jabatan bagi Jabatan
Pelaksana sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 6
Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan Wali Kota tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6
Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun
2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun
2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun
2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1047);

9. Keputusan ...



Menetapkan

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun
2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun
2025 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);

11. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun
2025 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN
2025 TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PASURUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor
6 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 6),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) pada Pasal 5 dihapus, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Perubahan pemangku Jabatan Administrasi
pada Perangkat Daerah ditetapkan oleh Wali
Kota Dberdasarkan pertimbangan dari Tim
Penilai Kinerja.

(2) Pemangku Jabatan Administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan sekelompok
jabatan yang memiliki fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan,
yang terdiri dari Jabatan Administrator,
Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

(3) Perubahan ...



(3)

(4)

()

Perubahan pemangku Jabatan Pelaksana dan
pemangku Jabatan Fungsional antar Perangkat
Daerah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas
usulan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
atau Kepala Perangkat Daerah.

Perubahan pemangku Jabatan Pelaksana dan
pemangku Jabatan Fungsional dalam
Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala
Badan Kepegawaian Daerah atas usulan Kepala
Perangkat Daerah.

Dihapus.

2. Ketentuan lampiran IV diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA PASURUAN,
Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19820518 201001 2 021



